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Abstrak 

Salah satu jaminan yang sering dijaminkan oleh debitur kepada Koperasi Simpan 

Pinjam Sapta Usaha Mulya yakni berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas suatu 

kepemilikan tanah. Benda jaminan tersebut dapat di eksekusi apabila terjadi 

kredit macet serta dapat dikembalikan lagi ketika seorang debitur telah melunasi 

hutangnya di waktu yang telah disepakati bersama dengan Koperasi Simpan Pinjam 

Sapta Usaha Mulya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

yuridis empiris dimana peneliti melakukan pengambilan data secara langsung ke 

Koperasi Simpan Pinjam Sapta Usaha Mulya. Hasil penelitian yang diperoleh 

bahwa Surat yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan dapat disimpulkan 

bahwa syarat Surat Perjanjian Pinjaman dengan Nomor 1804 / KSP / M / I / 2022 

tersebut telah memenuhi syarat sah nya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 

KUHPerdata. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam Surat 

Perjanjian Pinjaman dengan Nomor 1804 / KSP / M / I / 2022 apabila debitur 

wanprestasi. Kreditur tidak dapat melaksanakan parate eksekusi karena objek yang 

dijaminkan tersebut berupa sertifikat hak milik tidak dapat didaftarkan hak 

tanggungan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 

 

Kata Kunci : perjanjian kredit, koperasi simpan pinjam, sertifikat hak milik 

 

Abstrack 

One of the guarantees that is often guaranteed by the debtor to the Sapta Usaha 

Mulya Savings and Loans Cooperative is in the form of a Certificate of Ownership 

(SHM) for land ownership. The collateral can be executed in the event of bad credit 

and can be returned when a debtor has paid off his debt at the time agreed with the 

Sapta Usaha Mulya Savings and Loans Cooperative. The research method used in 

this study is empirical juridical where researchers collect data directly from the 

Sapta Usaha Mulya Savings and Loans Cooperative. The research results obtained 

that the letter contained in Article 1320 of the Civil Code, and it can be concluded 

that the terms of the Loan Agreement with Number 1804 / KSP / M / I / 2022 have 

fulfilled the legal requirements of the agreement in accordance with Article 1320 of 

the Civil Code. That legal remedies that can be taken by the parties in the Loan 

Agreement Number 1804 / KSP / M / I / 2022 if the debtor defaults. The creditor 

cannot carry out parate execution because the object that is pledged as collateral is 

in the form of a certificate of ownership cannot be registered with the mortgage 

right stated in Law Number 4 of 1996 
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1. PENDAHULUAN 

Jaminan yang sering ditemui dalam pelaksanaan kredit koperasi antara lain, jaminan 

tersebut dapat berupa jaminan fidusia maupun hak tanggungan. Jaminan fidusia 

dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak lainnya. Sedangkan hak 

tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada tanah sebagai pelunasan 

hutang tertentu kepada kreditor-kreditor lain. Jaminan fidusia sebagai barang 

bergerak sering kali mengalami penurunan nilai yang tidak terduga sehingga 

biasanya apabila permohonan kredit dengan jumlah yang besar lebih mudah 

menggunakan jaminan Hak Tanggungan karena dinilai lebih minim risiko dan 

jaminan hak tanggungan pertahun memiliki nilai jual yang semakin tinggi. Menurut 

UU Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak 

jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan 

yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.5 Utang 

yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa utang yang telah 

ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada 

saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan 

perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang-

piutang yang bersangkutan. Hak Tanggungan sendiri memiliki beberapa objek, 

antara lain adalah hak-hak atas tanah yakni Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha 

(HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan ada Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun (HMASRS). 

Koperasi Simpan Pinjam Sapta Usaha Mulya menjadi salah satu contoh 

koperasi simpan pinjam yang menjadikan jaminan sebagai syarat paling utama 

dalam memperoleh pinjaman dana. Salah satu jaminan yang sering dijaminkan oleh 

debitur kepada Koperasi Simpan Pinjam Sapta Usaha Mulya yakni berupa 

Sertifikat Hak Milik (SHM) atas suatu kepemilikan tanah. Walaupun Sertifikat Hak 

Milik (SHM) atas suatu kepemilikan tanah tersebut dijaminkan, penggunaan suatu 
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tanah tersebut masih di dalam penguasaan debitor. Benda jaminan tersebut dapat 

di eksekusi apabila terjadi kredit macet serta dapat dikembalikan lagi ketika 

seorang debitur telah melunasi hutangnya di waktu yang telah disepakati bersama 

dengan Koperasi Simpan Pinjam Sapta Usaha Mulya.  

Maka kemudian penulis melalui penelitian ini akan membahas mengenai 

perjanjian kredit dalam koperasi simpan pinjam dengan menggunakan jaminan 

berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas suatu kepemilikan tanah). Berdasarkan 

latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengangkat dan menjadikan permasalahan tersebut kedalam penulisan 

skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Sertifikat Hak Milik ( SHM ) Atas Tanah 

Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit di Koperasi ( Studi di Koperasi Simpan 

Pinjam Sapta Usaha Mulya). Dengan rumusan masalah mengkaji dan menganalisis 

keabsahan penggunaan  Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai jaminan dalam 

perjanjian kredit dan upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak serta posisi 

jaminan sertifikat jika terjadi wanprestasi di Koperasi Sapta Usaha Mulya ditinjau 

dari Hukum di Indonesia. 

 

2. METODE 

Pilihan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

hukum normative dengan pendekatan kualitatif. Jeilnis data yang digunakan dalam 

peilneillitian ini yakni data primeilr dan data seilkundeilr. Data Primeilr meilrupakan 

data yang didapat beilrupa wawancara langsung teilrhadap pihak koilpeilrasi. Dan 

data seilkundeilr meilrupakan data yang beilrasal dari doilkumeiln-doilkumeiln 

reilsmi, buku-buku yang teilrkait deilngan oilbjeilk peilneillitian, lapoilran hasil 

peilneillitian, skripsi, teilsis seilrta peilraturan peilrundang-undangan. Metode analisa 

data yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode normatif kualitatif yang 

memperoleh data dengan melakukan observasi yang kemudian hasil penelitian 

tersebut dipelajari dan dihubungkan dengan fakta-fakta lainnya 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN. 

3.1 Keabsahan Penggunaan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai Jaminan 

Dalam Perjanjian Kredit di KSP Sapta Usaha Mulya ditinjau dari Hukum 

di Indonesia. 

Be ilrdasarkan hasil wawancara de ilngan Suwarjo il seillaku Manageilr di KSP Sapta Usaha 

Mulya, meilnje illaskan bahwa KSP Sapta Usaha Mulya me ilnyalurkan kreilditnya dapat 

dibagi meilnjadi dua, yaitu kreildit deilngan jaminan BPKB ke ilndaraan beilrmoiltoilr dan 

kre ildit deilngan jaminan seilrtifikat tanah. Untuk se ilrtifikat tanah ada tiga je ilnis 

pe ilngikatannya, yaitu tanpa diikat apapun, diikat de ilngan sisteilm Surat Kuasa 

Me ilmbeilbankan Hak Tanggungan (SKMHT), dan deilngan Akta Peilmbeilrian Hak 

Tanggungan (APHT). Bahwa dari data pe ilrjanjian kreildit deilngan jaminan seilrtifikat 

atas tanah teilrse ilbut dapat peilnulis analisis bahwa ke ilabsahan dari peilrjanjian kreildit 

teilrse ilbut beilrbe ilntuk teilrtulis dibawah tangan. Ke ilabsahan dari peilrjanjian kreildit teilrse ilbut 

yang dibuat seilcara teilrtulis dibawah tangan didalamnya me ilmuat peilrjanjian kreildit itu 

se ilndiri yaitu adanya se iljumlah uang yang dipinjamkan o illeilh kreilditur keilpada deilbitur 

yang teilrdapat adanya kausa yang halal yaitu bahwa kre ildit teilrse ilbut digunakan untuk 

mo ildal usaha, hal ini me ilrupakan kausa yang dipeilrboille ilhkan, keilmudian adanya para 

pihak yaitu KSP Sapta Usaha Mulya se ilbagai kreilditur dan Eilndah Dwi se ilbagai 

de ilbitur seilrta adanya suatu jaminan kre ildit teilrse ilbut beilrupa se ilrtifikat hak atas tanah 

de ilngan atas nama suami di de ilbitur yaitu Haryo ilno il. Se ilbagai suatu peilrjanjian kreildit 

antara kreilditur yaitu KSP Sapta Usaha Mulya se ilbagai peilmbeilri kreildit deilngan 

De ilbitur Eilndah Dwi se ilbagai peilne ilrima kreildit teillah didasarkan pada ke ilte ilntuan hukum 

se ilbagai syarat sahnya suatu pe ilrjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – 

Undang Hukum Pe ilrdata, yaitu seilbagai be ilrikut: seilpakat meilreilka yang meilngikatkan 

dirinya, keilcakapan untuk meilmbuat suatu pe ilrikatan, suatu hal te ilrte ilntu dan suatu 

se ilbab yang halal. 

a. Syarat peilrtama adalah seilpakat meilreilka yang meilngikat dirinya, syarat peilrtama 

teilrse ilbut sudah teilrpeilnuhi dalam peilrjanjian kre ildit deilngan noilmoilr 1804 / KSP / M / 

I / 2022 dapat dilihat para pihak te ilah meinandatangani peirjanjian kreidit teirse ibut 
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oileih pihak peirtama yaitu Suwarjoi se ibagai Manageir KSP Sapta Usaha Mulya 

se ilaku peimbeiri kre idit deingan dibantu oileih pe itugas KSP Sapta Usaha Mulya 

yaitu Peibti Widiyastuti se ibagai Kabag Pinjaman bahwa kre iditur meine irangkan 

teilah meimbeirikan kreidit keipada pihak keidua (deibitur) yaitu Eindah Dwi Ariyani 

S yang teilah meingikatkan diri untuk me ine irima kreidit dari pihak pe irtama 

(kre iditur) 

b. Syarat keidua adalah keicakapan untuk meimbuat suatu peirikatan, keicakapan 

teirse ibut dapat dilihat dan dike itahui pada saat pe irjanjian kreidit teirse ibut dibuat 

yaitu pihak peirtama (kreiditur) yang beirnama Suwarjoi yang beirjabatan seibagai 

Manageir Surya Dana dari jabatan te irse ibut dapat dikeitahui bahwa pihak pe irtama 

meimpunyai tanggung jawab te irhadap ke igiatan dan keilangsungan keigiatan 

koipe irasi dan tanggung jawab te irse ibut maka pihak peirtama yaitu Suwarjo i teilah 

cakap untuk meimbuat suatu peirikatan, ke imudian pihak keidua (de ibitur) yang 

be irnama Eindah Dwi Ariyani meimpunyai peike irjaan seibagai karyawan swasta 

se irta pihak keidua adalah pihak yang me impunyai hak milik atas tanah yang 

be irkeidudukan di Ds Cangkoill, Ke ilc. Mo iljoillaban, Kab. Sukoilharjoil de ilngan luas 

721.00m2 yang juga meirupakan oibye ik yang dijadikan jaminan kre idit teirse ibut, 

maka pihak keidua teilah meimpunyai keicakapan untuk meimbuat suatu peirikatan. 

c. Syarat keitiga adalah suatu hal te irteintu yaitu teirtuju pada oibye ik yang 

dipeirjanjikan yang beirdasarkan Pasal 1333 Kitab Undang – Undang Hukum 

Pe irdata yang meinjeilaskan suatu peirjanjian harus meimpunyai poikoik suatu barang 

yang paling seidikit diteintukan jeinisnya. Dalam peirjanjian kreidit di KSP Sapta 

Usaha Mulya deingan noimoir 1804 / KSP / M / I / 2022, oibyeik pe irjanjian kreidit 

teirse ibut yang meinye ibabkan suatu hal te irte intu adalah peirjanjian kreidit itu seindiri 

yaitu beirupa peinyeidiaan pinjaman se ijumlah uang yang be isarnya Rp. 

16.000.000,00 (e inam beilas juta rupiah) yang dicantumkan dalam klausa surat 

pe irjanjian kreidit. Dari adanya suatu hal te irse ibut maka peirjanjian kreidit di KSP 
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Sapta Usaha Mulya de ingan no imoir 1804 / KSP / M / I / 2022 te ilah meimeinuhi 

syarat keitiga dari eimpat syarat sahnya suatu pe irjanjian. 

d. Ke imudian syarat yang teirakhir adalah suatu se ibab yang halal, dalam suatu 

pe irjanjian tidak dipeirboileihkan meilakukan suatu hal yang dilarang yaitu 

be irteintangan deingan suatu peirundang – undangan dan hukum, keiteirtiban umum 

dan keisusilaan, kareina suatu hal yang palsu dan dapat me irugikan se ise ioirang. 

Dalam peirjanjian kreidit di KSP Sapta Usaha Mulya de ingan no imoir1804 / KSP / 

M / I / 2022 yang meinjadi suatu seibab adalah pihak deibitur meincari kreidit 

ke ipada pihak peirtama beirupa peimbeirian uang yang meinjadi oibyeik kre idit 

se ibe isar Rp. 16.000.000,00 (einam beilas juta rupiah) dan pihak de ibitur 

meinye irahkan jaminan kreidit beirupa seirtifikat hak atas tanah atas nama suaminya 

yaitu Haryoino i yang dimilikinya se ibagai hak milik se ihingga seibab dalam 

pe irjanjian kreidit deingan jaminan seirtifikat hak atas tanah di KSP Sapta Usaha 

Mulya deingan no imoir 1804 / KSP / M / I / 2022 adalah suatu se ibab yang halal 

dan tidak beirteintangan deingan peiraturan pe irundang – undangan, keiteirtiban 

umum dan keisusilaan. 

Be irdasarkan analisis diatas me inge inai syarat sahnya suatu peirjanjian, maka 

dapat disimpulkan, syarat pe irtama dan keidua adalah syarat subye iktif dalam sahnya 

suatu peirjanjian, maka dari itu, akibat hukum apabila tidak te irpeinuhinya syarat 

pe irtama dan keidua maka beirakibat dapat dibatalkan, se idangkan syarat sahnya suatu 

pe irjanjian yang keitiga dan keie impat teirse ibut maka beirakibat batal de imi hukum. 

Dalam hal ini pe irjanjian kreidit deingan jaminan seirtifikat hak atas tanah te irse ibut 

teilah meimeinuhi se imua syarat subyeiktif dan o ibyeiktif dalam sahnya suatu pe irjanjian. 

Teirpe inuhinya kei eimpat syarat sahnya pe irjanjian di atas dan te ilah diseitujuinya 

pe irjanjian kreidit teirse ibutb oileih para pihak yaitu kre iditur dan de ibitur ditandai deingan 

ditanda tanganinya pe irjanjian kreidit teirse ibut maka meingakibatkan meingikat para 

pihak dan peirjanjian kreidit teirse ibut yang dibuat sah se isuai deingan 1320 

KUHPe irdata maka beirlaku seibagai undang – undang bagi meire ika yang meimbuatnya 
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yaitu KSP Sapta Usaha Mulya se ibagai kre iditur dan Eindah Dwi Ariyani seibagai 

de ibitur. Hal teirse ibut teilah se isuai deingan ke iteintuan Pasal 1338 Kitab Undang – 

Undang Hukum Pe irdata.  

Dalam peirjanjian kreidit deingan jaminan se irtifikat hak atas tanah te irse ibut 

teirdapat peinyeidiaan uang dari KSP Sapta Usaha Mulya yang me imbeirikan kreidit 

ke ipada peine irima kreidit seibeisar Rp. 16.000.000,00 (e inam beilas juta rupiah), 

be irdasarkan peirse itujuan antara KSP Sapta Usaha Mulya de ingan pihak deibitur yaitu 

E indah Dwi Ariyani, seirta pihak deibitur be irkeiwajiban meilunasi hutangnya seisuai 

jangka waktu yang dipe irjanjikan yaitu dalam kurun waktu 24 (dua puluh e impat) 

bulan, teirhitung mulai tanggal 6 Januari 2022 sampai de ingan tanggal 6 Januari 2024 

dalam 24 (dua puluh eimpat) kali angsuran seirta KSP Sapta Usaha Mulya me indapat 

imbalan se ibeisar 1% pe irbulan me inurun. Dari pe irjanjian kreidit de ingan jaminan 

se irtifikat hak atas tanah di KSP Sapta Usaha Mulya dan Usaha Ke icil dan Meineingah 

Re ipublik Indoineisia kareina teilah meime inuhi seimua unsur dalam peirjanjian kreidit. 

Be irdasarkan dari peirjanjian kreidit deingan jaminan se irtifikat hak atas tanah di KSP 

Sapta Usaha Mulya de ingan no imoir 1804 / KSP / M / I / 2022 me ine irangkan bahwa 

oibye ik hukum dari kreiditnya adalah peirjanjian kreidit itu seindiri beirupa peinyeidiaan 

uang deingan jumlah seibe isar Rp. 16.000.000,00 (einam beilas juta rupiah) se irta oibye ik 

pe irjanjian adalah haruslah yang halal yaitu tidak bo ileih be irteintangan deingan undang 

– undang, ke iteirtiban umum dan keisusilaan. Peirjanjian kreidit deingan jaminan 

se irtifikat hak atas tanah de ingan no imoir 1804 / KSP / M / I / 2022 ini, ke idua be ilah 

pihak yaitu kreiditur dan deibitur teilah seipakat pihak peirtama (kreiditur) meimbe irikan 

kre idit atau pinjaman uang seibe isar Rp. 16.000.000,00 (einam beilas juta rupiah) 

ke ipada pihak keidua (deibitur), se irta pihak ke idua (deibitur) be irjanji meingangsur kre idit 

de ingan jasa pinjaman se ibe isar 1% peirbulan meinurun te irse ibut beirturut – turut poikoik 

be ise irta jasa seibeisar Rp.667.000,00 se illama 24 kali Angsuran teirhitung mulai tanggal 

6 Januari 2022 sampai deingan tanggal 6 Januari 2024. Dalam peingklasifikasian jeinis 

kre idit beirdasarkan peirjanjian kreidit deingan jaminan seirtifikat hak atas tanah di KSP 
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Sapta Usaha Mulya de ingan Noimoir 1804 / KSP / M / I / 2022 me inge inai jeinis kreidit 

meinurut peinggunaannya, dilihat dari se igi pe inggunann kreidit, maka peirjanjian kreidit 

de ingan jaminan seirtifikat hak atas tanah te irse ibut meirupakan jeinis kreidit proiduktif 

yaitu kreidit yang tujuannya untuk pe inggunaan seibagai peimbiayaan moidal teitap se irta 

be irtujuan untuk peinggunaan peimbiayaan ke ibutuhan dunia usaha me ingeinai mo idal 

ke irja, hal teirse ibut dapat dilihat dalam pe irjanjian kreidit klausul angka 1 me inge inai 

jumlah dan tujuan pe inggunaan, dalam pasal te irse ibut meinjeilaskan bahwa kreidit yang 

dibeirikan o ileih KSP Sapta Usaha Mulya se ibagaimana dimaksud hanya boileih 

digunakan untuk moidal usaha. 

Je inis pe ingklasifikasian yang ke idua adalah me inurut jaminannya, beirdasarkan 

pe irjanjian kreidit deingan jaminan seirtifikat hak atas tanah di KSP Sapta Usaha 

Mulya No imoir 1804 / KSP / M / I / 2022 te irmasuk dalam jeinis kre idit deingan 

jaminan (seicureid Lo ian) yaitu kreidit deingan jaminan dibeirikan keipada deibitur seilain 

didasarkan pada keipe ircayaan atas ke imampuan deibitur teitapi juga didasarkan ke ipada 

adanya agunan atau jaminan yang be irupa fisik se ibagai jaminan tambahan se ipeirti 

be irupa bangunan, tanah dan alat alat pro iduksi. Dalam peirjanjian kreidit teirse ibut 

meimpunyai tambahan jaminan kre idit dimana deibitur Eindah Dwi Ariyani 

meinye irahkan jaminan fisik be irupa hak atas tanah de ingan Noimoir 1804 / KSP / M / I 

/ 2022 atas nama suaminya Haryo inoi yang beirke idudukan di di Ds Cangkoill, Keilc. 

Mo iljoillaban, Kab. Suko ilharjoil de ilngan luas 721.00m2. Se ilhingga deilngan jaminan fisik 

be ilrupa seilrtifikat hak atas tanah te ilrse ilbut pihak kreilditur yaitu KSP Sapta Usaha 

Mulya meilmpunyai keilyakinan akan peilnge ilmbalian kreildit yang dibeilrikan keilpada 

E ilndah Dwi Ariyani se ilbagai deilbitur. Dalam meillakukan keilgiatan kreildit atau utang 

piutang dibutuhkan suatu jaminan dari de ilbitur agar kreilditur peilrcaya akan 

teilrbayarnya keilmbali kreildit yang dibeilrikan. Jaminan kreildit dijeillaskan bahwa 

jaminan kreildit itu adalah adanya tanggungan yang dibe ilrikan o illeilh de ilbitur dan atau 

pihak keiltiga keilpada kreilditur kareilna pihak kre ilditur meilmpunyai suatu keilpe ilntingan 

bahwa deilbitur harus meilmeilnuhi keilwajibannya dalam suatu pe ilrikatan. Seilrta jaminan 
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kre ildit meilnurut Pasal 2 ayat 1 Surat Ke ilputusan Direilksi Bank Indoilne ilsia Noilmo ilr 

23/69/KEilP/DIR te ilntang jaminan peilmbeilrian kreildit, maka oilleilh se ilbab itu jaminan 

meilrupakan suatu keilyakinan kreilditur atas ke ilsanggupan deilbitur untuk meillunasi kreildit 

se ilsuai deilngan yang dipeilrjanjikan. Di dalam pe ilrjanjian kreildit deilngan jaminan 

se ilrtifikat hak atas tanah yang dibe ilrikan o illeilh de ilbitur yaitu Eilndah Dwi Ariyani 

ke ilpada KSP Sapta Usaha Mulya se ilbagai kreilditur, kareilna pihak KSP Sapta Usaha 

Mulya seilbagai kreilditur, kareilna pihak KSP Sapta Usaha Mulya me ilmpunyai 

ke ilpeilntingan bahwa untuk meilnjamin teilntang peillaksanaan seilgala keilwajiban 

pe ilmbayaran keilmbali atas pinjaman pe ilneilrima kreildit, baik poilkoilk be ilrikut jasa seilrta 

oilngko ils dan be ilban lainnya yang harus dibayar o illeilh pe ilne ilrima kreildit keilpada KSP 

Sapta Usaha Mulya be ilrdasarkan peilrjanjian kreildit teilrse ilbut. Oilbye ilk dari jaminan 

pe ilrjanjian kreildit deilngan Noimoir 1804 / KSP / M / I / 2022 adalah te irmasuk dalam 

be inda tidak beirgeirak beirupa se irtifikat hak atas tanah dari pihak de ibitur atas nama 

Haryo inoi yang beirke idudukan di di Ds Cangkoill, Keilc. Moiljoillaban, Kab. Suko ilharjo il 

de ilngan luas 721.00m2 yang teilrdapat dalam klausul pe ilrjanjian kreildit teilrse ilbut yang 

teillah seilsuai deilngan keilteilntuan oilbye ilk jaminan yaitu keilbeilndaan yang suatu waktu 

dapat diuangkan bagi pe illunasan hutang deilbitur apabila de ilbitur ingkar janji. 

Be ilrdasarkan peilrjanjian kreildit deilngan jaminan seilrtifikat hak atas tanah te ilrse ilbut, 

jaminan beilrsifat khusus adalah jaminan yang dibe ilrikan oille ilh deilbitur keilpada kreilditur, 

hak – hak tagihan mana me ilmpunyai hak meilndahuui seilhingga peilne ilrima jaminan 

teilrse ilbut be ilrke ildudukan se ilbagai kreilditur pre ilve ilnt (Daeng Naja, 2006). De ilngan 

jaminan kreildit dalam peilrjanjian kreildit teilrse ilbut teillah se ilsuai deilngan ke ilteilntuan kareilna 

teilrmasuk dalam jaminan be ilrsifat khusus yang dibeilrikan oilleilh E ilndah Dwi Ariyani 

se illaku deilbitur yang meilmbeilrikan keildudukan hak yang didahului seilhingga KSP Sapta 

Usaha Mulya meilmpunyai keildudukan se ilbagai kreilditur preilveilnt. 

Maka dapat dianalisis bahwa surat kuasa yang te ilrse ilbut tidak seilsuai de ilngan 

ke ilteilntuan Pasal 15 Undang – Undang Noilmoilr 4 Tahun 1996 teilntang Hak 

Tanggungan yang beilrisi tidak meilmuat kuasa untuk me illakukan peilrbuatan hukum 
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lain dari pada me ilmbeilbankan hak tanggungan, tidak me ilmuat kuasa subtitusi se ilrta 

meilncantumkan seilcara jeillas oilbye ilk hak tanggungan, jumlah utang dan nama se ilrta 

ideilntitas kreilditurnya, nama dan ide ilntitas de ilbiturnya apabila de ilbitur bukan pe ilmbeilri 

hak tanggungan. Seilrta surat kuasa te ilrse ilbut tidak meilmpunyai keilkuatan eilkse ilkutoilrial 

yang sama deilngan keilkuatan hukum teiltap se ilrta tidak meillakukan eilkse ilkusi teilrhadap 

oilbjeilk jaminan kreildit apabila deilbitur wanpreilstasi. Kareilna tidak dibuatkan Akta 

Pe ilmbeilbanan Hak Tanggungan (APHT), dan Akta Pe ilmbe ilbanan Hak Tanggungan 

(APHT) te ilrse ilbut tidak didaftarkan di kanto ilr pe ilrtanahan seilhingga tidak teilrbit 

se ilrtifikat hak tanggungan yang me ilmpunyai irah – irah deilngan kata – kata “DEilMI 

KE ilADILAN BE ilRDASARKAN KE ilTUHANAN YANG MAHA E ilSA” yang 

meilmpunyai keilkuatan eilkse ilkutoilrial yang sama de ilngan putusan peilngadilan yang teillah 

meilmpe ilroilleilh ke ilkuatan hukum teiltap. 

3.2 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Para Pihak Serta Posisi Jaminan 

Sertifikat Hak Milik (SHM) Jika Terjadi Wanprestasi Terhadap Perjanjian 

Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Sapta Usaha Mulya  

Be ilrdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oilleilh pe ilne illiti deilngan Ibu Pe ilbti 

Widiyastuti, SEil se illaku Kabag Pinjaman di Ko ilpe ilrasi Simpan Pinjam Sapta Usaha 

Mulya meilnge ilnai upaya hukum para pihak se ilrta poilsisi jaminan se ilrtifikat hak milik 

jika teilrjadi wanpreilstasi teilrhadap peilrjanjian kreildit di Ko ilpeilrasi Simpan Pinjam Sapta 

Usaha Mulya yang me illiputi hak dan keilwajiban para pihak yang sudah te ilrcantum 

dalam peilrjanjian kreildit deilngan jaminan se ilrtifikat hak milik de ilngan no ilmoilr 1804 / 

KSP / M / I / 2022 dan yang te irakhir me ingeinai cara peinyeile isaian apabila deibitur 

wanpre istasi. Seite ilah seimua pro ise is dalam pe irjanjian pinjam meiminjam (kreidit) maka 

pe itugas peimbeiri kre idit dari KSP Sapta Usaha Mulya meillakukan peilngawasan ke ilpada 

de ilbitur seilcara teilrus – me ilne ilrus, hal te ilrse ilbut meilnghindari kreildit be ilrmasalah se ildini 

mungkin yaitu deilngan pe ilmbayaran angsuran kreildit dilakukan dirumah de ilbitur, hal 

teilrse ilbut be ilrtujuan untuk meilngoilntroill usaha yang dijalankan dari peilmbeilrian pinjaman 

atau kreildit o illeilh KSP Sapta Usaha Mulya. Bahwa upaya hukum te irjadi seite ilah 

pe irjanjian kreidit yang dibuat se icara teirtulis di tandatangani oile ih para pihak yaitu 

kre iditur dan deibitur. Dalam data pe irjanjian kreidit Koipe irasi Simpan Pinjam Sapta 
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Usaha Mulya yang dibuat se ilcara teilrtulis teilrdapat hak kreilditur, keilwajiban kreilditur, 

hak deilbitur dan keilwajiban deilbitur. Beilrdasarkan hak dan keilwajibannya, keilwajiban 

kre ilditur adalah meilnyeilrahkan kreildit atau uang keilpada deilbitur deilngan hak untuk 

meilne ilrima poilkoilk angsuran dan bunganya. Hak kre ilditur adalah meilmpe ilroilleilh angsuran 

po ilkoilk dan bunga se ilsuai yang te illah dipeilrjanjikan dalam peilrjanjian kreildit yang dibuat 

oilleilh para pihak. Hak deilbitur adalah meilneilrima seiljumlah uang yang dipinjamkan oilleilh 

kre ilditur keilpada deilbitur. Keilwajiban deilbitur adalah meilmbayar poilkoilk angsuran dan 

bunga seilsuai deilngan yang diteilntukan o illeilh pihak kreilditur dalam jangka waktu 

teilrte ilntu. Jangka waktu peilrjanjian kreildit teillah diteiltapkan dalam peilrjanjian kreildit.  

Pe ilne ilntuan jangka waktu teilrse ilbut teilrgantung pada keilinginan dan keilmampuan 

de ilbitur. Seilmakin lama jangka waktu kre ildit maka angsuran se ilmakin keilcil, 

se ilbaliknya seilmkain peilnde ilk jangka waktu kreildit maka seilmakin beilsar angsuran yang 

harus dibayar deilbitur. Suatu peilrjanjian kre ildit yang teillah meilnumbulkan suatu 

tanggungjawab bagi para pihak yang dalam pe ilrjanjian kreildit teilrse ilbut, deilmikian juga 

yang teilrjadi dalam suatu pe ilrjanjian kreildit no ilmoilr 1804 / KSP / M / I / 2022 antara 

kre iditur yaitu Koipe irasi Simpan Pinjam Sapta Usaha Mulya de ingan deibitur yaitu 

E indah Dwi Ariyani S. Hak dan keiwajiban diatur dalam BAB XIII KUHPe irdata 

meinge inai Pinjam Pakai Habis (Veirbruikleining)  

Bahwa dari hak dan ke iwajiban dalam peirjanjian kreidit noimoir 1804 / KSP / 

M / I / 2022 antara Ko ipe irasi Simpan Pinjam Sapta Usaha Mulya de ingan E indah Dwi 

Ariyani S maka dapat pe ine iliti analisis bahwa pihak pe ine irima pinjaman yaitu de ibitur 

dalam meine irima haknya dari Ko ipeirasi Simpan Pinjam Sapta Usaha Mulya  

meimiliki tanggung jawab hukum dalam pe irjanjian kreidit teirse ibut yang harus 

dilaksanakan dan te ilah seisuai deingan Pasal 1763, 1764, dan 1765 Kitab Undang – 

Undang Hukum Pe irdata. Be irdasarkan hal teirse ibut Ko ipe irasi Simpan Pinjam Sapta 

Usaha Mulya teilah meincantumkan hak dan ke iwajiban masing – masing pihak dalam 

pe irjanjian kreidit dan seisuai de ingan keite intutan seibagaimana meistinya yang teilah 

diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pe irdata. Pe illaksanaan peilrjanjian 

kre ildit, apabila deilbitur tidak dapat me illunasi hutangnya baik poilkoilk, bunga, dan biaya 

– biaya lain yang te illah jatuh teilmpoil, maka deilbitur akan dikeilnai de ilnda yang 

diteilntukan dalam surat pe ilrjanjian kreildit yang teillah dise ilpakati o illeilh para pihak dari 
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be ilsarnya hutang poilkoilk. Dalam waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal jatuh te ilmpoil, 

de ilbitur tidak dapat me illunasi se illuruh hutangnya maka pada bulan ke il 4 (e ilmpat) pihak 

Ko ilpe ilrasi se illaku kreilditur beilrhak meilnjual barang jaminan baik se ilcara leillang atau di 

bawah tangan.  

Me ilnge ilnai upaya peilnyeille ilsaian apabila de ilbitur wanpreilstasi, kreilditur tidak 

dapat meillaksanakan parateil e ilkse ilkusi kare ilna oilbjeilk yang dijaminkan te ilrse ilbut yaitu 

be ilrupa seiltifikat hak milik tidak didaftarkan hak tanggungan yang te ilrcantum dalam 

Undang – Undang No ilmoilr 4 Tahun 1996. Se ilrta deilngan adanya surat kuasa antara 

pihak Koipe irasi Simpan Pinjam Sapta Usaha Mulya se ibagai kreiditur dan Eindah Dwi 

Ariyani S se ibagai deibitur yang meimuat bahwa jaminan atau agunan dari pe irjanjian 

kre idit dapat diuangkan oileih pihak kreiditur dan keile ibihan dari nilai uang dise irahkan 

ke ipada pihak deibitur tidak seisuai deingan Pasal 15 Undang – Undang Noimoir 4 

Tahun 1996 teintang Hak Tanggungan yang se iharusnya surat kuasa pe imbeibanan hak 

tanggungan beirisi tidak meimuat kuasa untu me ilakukan peirbuatan hukum lain dari 

pada meimbe ibankan hak tanggungan, tidak me imuat kuasa subtitusi se irta 

meincantumkan seicara jeilas oibye ik hak tanggungan, jumlah utang dan nama se irta 

ideintitas kreiditurnya, nama dan ide intitas de ibiturnya apabila de ibitur bukan pe imbeiri 

hak tanggungan. Maka surat kuasa te irse ibut tidak seisuai de ingan keiteintuan teirse ibut. 

Dari keitidak se isuaian surat kuasa te irse ibut maka tidak dapat me ilakukan parate i 

e ikse ikusi o ibyeik jaminan oileih Koipe irasi Simpan Pinjam Sapta Usaha Mulya se ibagai 

pihak kreiditur. Apabila deibitur tidak dapat me ilunasi hutangnya se isuai deingan 

teinggang waktu peilunasan maka deingan cara keike iluargaan dan meilaksanakan 

ke iteintuan yang teirdapat dalam klausula pe irjanjian kreidit deingan noimoir 1804 / KSP 

/ M / I / 2022 yaitu de ingan tambahan deinda se ibeisar 1% pe irbulan dari jumlah hutang 

po ikoik. Se irta peitugas dibantu deingan pe ingawas atau atasan pe itugas meindatangi 

de ibitur dan meimbe irikan teinggang waktu lagi untuk me ilunasi keikurangan dari kreidit 

dan deingan tambahan bunga ke iteirlambatan teirse ibut seirta meindeisak sampai deibitur 

lunasi kreiditnya. 

Peirjanjian kreidit dalam Peirspeiktif Syariah dise ibut seibagai qard yaitu adanya pihak 

yang meimbeirikan harta baik be irupa uang atau barang ke ipada pihak yang beirhutang, dan 

pihak beirhutang meineirima seisuatu teirseibut dalam jumlah yang sama, maka dapat peinulis 

analisis dari peingeirtian kreidit dalam peirspeiktif syariah dan me imbandingkan de ingan data 
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yang peineiliti dapatkan dalam Pe irjanjian Kreidit deingan Jaminan Seirtifikat Hak Milik di 

Koipeirasi Simpan Pinjam Sapta Usaha Mulya bahwa dalam pe irjanjian kreidit teirseibut 

teirdapat pihak yang meimbeirikan harta yaitu Ko ipeirasi Simpan Pinjam Sapta Usaha Mulya 

seilaku kreiditur yang meimbeirikan harta beirupa uang deingan nilai seibeisar Rp. 16.000.000,00 

(einam beilas juta rupiah) ke ipada pihak yang be irhutang yaitu E indah Dwi Ariyani S se ilaku 

pihak deibitur seirta meingeimbalikan hutang de ingan tambahan jasa pinjaman se ibeisar 12% 

peirtahun, dalam hal tambahan jasa pinjaman te irseibut tidak seisuai deingan peirspeiktif syariah 

yang mana dalam hal pe ingeimbalian hutang, pihak peiminjam seiharunya meingeimbalikan 

hutangnya seisuai atau seijumlah yang sama de ingan dipinjam oileih deibitur. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

a. Keabsahan penggunaan Sertifikat Hak Milik (SHM) SEBAGAI Jaminan 

Dalam Perjanjian Kredis di KSP Sapta Usaha Mulya ditinjau dari Hukum di 

Indonesia  Berdasarkan hasil wawancara dengan Suwarjo selaku 

Manager di KSP Sapta Usaha Mulya menjelaskan bahwa KSP Sapta Usaha 

Mulya menyalurkan kreditnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kredit dengan 

jaminan BPKB kendaraan bermotor dan kredit kredit dengan jaminan 

sertifikat tanah. Untuk sertifikat tanah ada tiga jenis pengikatannya, yaitu 

tanpa di ikat apapun, diikat dengan sistem Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT), dan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(APHT). Penulis melakukan analisa terhadap Surat Perjanjian Pinjaman 

dengan Nomor 1804 / KSP / M / I / 2022 berdasarkan syarat sah nya 

perjanjian yang tertuang daslasm Pasal 1320 KUHPerdata, dan 

menyimpulkan bahwa Surat yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, 

dan dapat disimpulkan bahwa syarat Surat Perjanjian Pinjaman dengan 

Nomor 1804 / KSP / M / I / 2022 tersebut telah memenuhi syarat sah nya 

perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. 

b. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dalam Surat 

Perjanjian Pinjaman dengan Nomor 1804 / KSP / M / I / 2022 apabila debitur 

wanprestasi. Kreditur tidak dapat melaksanakan parate eksekusi karena objek 

yang dijaminkan tersebut berupa sertifikat hak milik tidak dapat didaftarkan 

hak tanggungan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 
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1996. serta dengan adanya surat kuasa antara pihak  Koperasi Simpan Pinjam 

Sapta Usaha Mulya sebagai kreditur dqan Endah Dwi Aryani Sanastry 

sebagai debitur yang memuat bahwa jaminan atau agunan dari perjanjian 

kredit dapat diuangkan oleh pihak kreditur dan kelebihan dasri nilai uang 

diserahkan kepada pihak debitur tidak sesua dengan Pasal 15 Undang-

undang Nomor 4 GTahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang seharusnya 

surat kuasa pembebanan hak tanggungan berisi tidak memuat kuasa unyuk 

melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan, 

tidak memuat kuasa subtitusi serta mencantumkan secara jelas objek hak 

tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas krediturnya, nama dan 

identitas debiturnya apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan. Maka 

surat kuasa terserbut tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Dari ketidak 

sesuaian surat kuasa tersebut maka tidak dapat melakukan parate eksekusi 

obyek jaminan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sapta Usaha Mulya sebagai 

pihak kreditur, apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya sesuai dengan 

tenggang waktun pelunasan maka dengan cara kekeluargaan dan 

melaksanakan ketrentuan yang terdapat dalam klausa perjanjian kredit 

dengan Nomor 1804 / KSP / M / I  / 2022 yaitu dengan tambahan denda 

sebesar 1% perbulan dari juumlah hutang pokok. Serta petugas dibantu 

dengan pengawas atau atasan petugas mendatangi debitur dan memberikan 

tenggang waktu lagi untuk melunasi kekurangan dari kredit dan dengan 

tambahan bunga keterlambatan tersebut serta mendesak sampai debitur 

lunasi kreditnya. 

4.2 Saran 

a. Agar menjaga kelancaran dalam perjanjian kredit dengan jaminan Sertifikat 

Hak Milik hendaknya dari kedua belah pihak debitur maupun kreditur agar 

melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing sesuai dengan kesepakatan 

yang sudah ditandatangani didalam surat perjanjian kredit tersebut. 

b. Akan lebih baik apabila semua biaya yang dikeluarkan dalam perjanjian 

tersebut tidak seluruhnya dibebankan kepada debitur, akan tetapi dari [pihak 

kreditur juga ikut  menanggung sebagian biaya seperti biaya eksekusi 
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jaminan, biaya asuransi dan lain sebagainya. 

c. Sebaiknya dari pihak KSP Sapta Usaha Mulya, apabila terjadi hambatan 

dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut, akan lebih baik jika 

diselesaikan secara kekeluargaan supaya tidak menimbulkan biaya tambahan 

untuk menyelesaikan permasalahan perjanjian kredit tersebut. 
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